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Mata kuliah ini diajarkan pada program S1 Jurusan Administrasi Negara,
Fisipol UGM untuk memberikan pemahaman tentang etika terapan dalam
organisasi publik. Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari kuliah ini, yaitu:
mengajarkan ketentuan dan prinsip-prinsip etika dalam tugas-tugas administrasi
negara, mendiskusikan berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam
kebijakan publik dan pelayanan publik, serta memberikan penghayatan tentang
kewajiban dan tugas-tugas khusus yang diemban oleh seseorang yang aktif
dalam kegiatan organisasi publik.

Etika administrasi negara menjadi semakin penting karena tuntutan akan
peran negara yang masih tetap sangat relevan di Indonesia. Dalam banyak
literatur, dijelaskan bahwa Indonesia termasuk negara lemah (weak state) atau
negara lunak (soft state). Peran negara ternyata masih gagal dalam menegakkan
hukum, menciptakan situasi pasar yang sehat bagi para pelaku bisnis, serta
gagal dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang sangat diharapkan oleh
masyarakat. Ini terjadi karena pemahaman dan penghayatan akan etika bagi
para perumus kebijakan, birokrat, dan pelaksana dalam organisasi publik masih
sangat jauh dari harapan. Demokratisasi ternyata tidak serta-merta menjamin
kualitas kebijakan dan pelayanan yang baik apabila tidak didukung oleh
penerapan etika seperti seharusnya.

Pembahasan etika administrasi negara dapat bersifat normatif maupun
deskriptif. Dalam kaitannya dengan praktik perumusan kebijakan dan
penyelenggaraan pelayanan publik, etika administrasi negara membahas banyak
kaidah normatif. Namun penyampaian nilai-nilai etis dalam kegiatan administrasi
negara juga bisa bersifat deskriptif dengan membahas berbagai kasus nyata
dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat pada umumnya. Maka
pembahasan mengenai etika administrasi negara dalam kuliah akan menyangkut
nilai-nilai sosial abstrak seperti masalah keadilan, legitimasi politik atau
partisipasi masyarakat, hingga perdebatan mengenai nilai-nilai dasar etika
penyelenggaran pelayanan publik seperti tanggungjawab para birokrat terhadap
warga masyarakat, peningkatan efisiensi, pelayanan, etos kerja pegawai negeri,
dan sebagainya.



Penilaian mahasiswa

Mahasiswa peserta kuliah ini akan dinilai berdasarkan tiga komponen pokok,

yaitu:
1.
2.
3.

Partisipasi di dalam diskusi kelas
Pembuatan tugas dengan studi kasus

Ujian / paper.

Selain bahan-bahan diskusi dan literatur yang wajib dibaca dan dipahami,
para mahasiswa juga diharapkan menambah bahan rujukan yang dapat
diperoleh dari situs web, perpustakaan, serta sumber-sumber lainnya.
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